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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pola kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata Rumah Adat Uma Ncuhi di Desa Mbawa 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sudah berjalan cukup baik namun belum 

optimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan uraian dimensi-dimensi 

berikut: 

a. Kesetaraan atau Keseimbangan, ditandai dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban oleh pemerintah desa dan masyarakat yang belum seimbang, 

padahal hak dan kewajibannya sudah diketahui oleh masing-masing pihak. 

Hal tersebut disebabkan masih ada pihak yang tidak percaya diri, 

rendahnya pemahaman karena keterbatasan sumber daya manusia serta 

tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. 

b. Transparansi, baik dalam pengelolaan informasi yang disampaikan melalui 

pertemuan/rapat, media elektronik dan media cetak, maupun pengelolaan 

keuangan karena dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban serta 

diawasi langsung oleh pengawas dan masyarakat. 

c. Saling menguntungkan, dimana Pemerintah desa diuntungkan dengan 

peningkatan PAD yang melampaui target ditetapkan. 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam membangun 

Kepariwisataan di Desa Mbawa jika ditinjau berdasarkan konsep 3A, yaitu 

Pembangunan Atraksi, Aksebilitas, dan Amenitas wisata Desa Mbawa dapat 
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dikatakan belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal karena masih ada 

beberapa kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hal tersebut 

disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurang memadainya infrastruktur, dan 

minimnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan Kepariwisataan di Desa 

Mbawa. 

5.2 Saran 

1. Pemerintah Desa harus semakin kreatif dan inovatif dalam membuat 

program-program strategis untuk membangun atraksi wisata yang ada di 

Desa Mbawa agar lebih menarik bagi para wisatawan. Pemerintah Desa 

harus bekerja secara profesional dan maksimal, mengesampingkan 

kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan umum. Pemerintah 

Desa harus fokus membenahi infrastruktur jalan yang merupakan kunci 

keberhasilan proses pembangunan Desa Mbawa di segala sektor termasuk 

Pariwisata, dan mempercepat disahkannya Perda Ripparda (Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata Desa) Desa Mbawa agar dana dari pusat dapat 

diallirkan untuk pembangunan Kepariwisataan Desa Mbawa serta dapat 

menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan 

penyelengggaraan Kepariwisataan agar lebih terarah dan tepat sasaran. 

2. Dalam mewujudkan Desa Mbawa sebagai destinasi Pariwisata yang 

menarik dan diminati para wisatawan baik itu domestik maupun 

mancanegara yang dapat mendatangkan segala efek positif bagi 

kesejahteraan masyarakat Desa Mbawa, bukan hanya menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Desa saja melainkan seluruh stakeholders yang ada. 
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Untuk itu, Pemerintah Desa dan Masyarakat harus lebih memahami peran 

dan tanggungjawabnya masing-masing, semakin menyatukan hati serta 

mengerti esensi dan pentingnya hubungan kemitraan yang baik untuk 

diterapkan dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan. Namun, 

Pemerintah Desa harus tetap menyadari bahwa Pemerintah Desa 

merupakan titik sentral dalam meningkatkan kemitraan tersebut karena 

Pemerintah yang memiliki power dalam menggerakkan seluruh 

stakeholders kepariwisataan melalui kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan. 
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